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I I . 

bahwa Kabupaten Pacitan menipakan daerah rawan bencana, maka untuk 
meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan 
penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana, dan terpadu perlu 
adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Pembentukan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah. 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkimgan Propinsi Jawa Timur 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Penmdang-undangan; 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 12Tahun2008; 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;. 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi ' dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana; 
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelola 
Bencana; 
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

13. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana nomor 3 tahun 2008 
tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan; 

15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Pacitan; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN 
dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Bupati dan 

Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
b. Bupati adalah Bupati Pacitan; 
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya discbut DPRD adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Pacitan; 

d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan; 
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan; 
f. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten adalah 

menipakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk 
melaksanakan penanggulangan bencana dl Kabupaten Pacitan; 

h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri; 

i . Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan balk oleh faktor alam dan atau faktor 
non alam maupun faktor manusia, kerusakan Hngkungan, kcrugian harta benda dan dampak 
psikologis; 

j . Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan 
kebijakan Pembangunan yang berisiko timbulnya bencana , kegiatan pencegahan bencana, 
tanggap darurat dan rehabilitasi; 

k. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana , balk melalui 
pembangunan fisik maupaun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 
bencana; 

I . Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/alau pada keahlian dan keterampilan tertentu. 



BAB I I 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. 

BAB I I I 
SUSUNAN, KEDUDUKAN. TUGAS POKOK 

DAN FUNGSI ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 3 

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari: 
a. Kepala; 
b. Unsur Pengarah; dan 
c. Unsur Pelaksana. 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari: 
a. Kepala Pelaksana; 
b. Sekretariat Pelaksana; 
c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 
d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan 
e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

(2) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Pasal 5 
(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menipakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati. 

(2) Kepala Badan secara ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 6 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas: 
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup 

pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 
c. Menyusun, menetapkan, dan menglnfonnasikan peta rawan bencana; 
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam 

kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 



g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; dan 

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi 

dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan 

menyelunih. 

Paragraf2 
Unsur Pengarah 

Pasal 8 

(1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

(2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana; 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah mempunyai 
fungsi: 
a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; 
b. Pemantauan; 
0. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Paragraf3 
Unsur Pelaksana 

Pasal 9 

(1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 

(2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah dalam' penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari. 

Pasal 10 

(1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi 
Prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi. 

(2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengoordinasian; 
b. Pengkomandoan; dan 
c. Pelaksana. 

Pasal 11 

Sekretariat dipimpim oleh seorang Sekretaris pelaksana, masing-masing seksi dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksl yang berada dibawah dan bertanggimg jawab kepada Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah. 



Pasal 12 

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, menipakan flingsi 
kooidinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui 
koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di 
daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca 
bencana. 

Pasal 13 

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, menipakan fungsi 
Komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui 
pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lairmya, 
instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka 
penanganan darurat bencana. 

Pasal 14 

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, menipakan fungsi Unsur 
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi, dan 
termtegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah Imnnya di daerah, instansi vertikal yang ada di 
daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan 
peraturan perundang-imdangan. 

Pasal15 

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 16 

Unsur Pelaksana Badan Penanggulanagan Bencana Daerah dapat membentuk Satuan Tugas 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 17 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 
Penanggidangan Bencana Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Pasal 18 

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk; 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan. beban kerja; 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

(5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan tenaga fungsional sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



BABV 
TATA KERJA 

Pasal 19 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinslp 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sistem 
pengendalian intern di Hngkungan masing-masing. 

Pasal 20 

(1) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan, 

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. 

BAB V I 
PEMBUVAAN 

Pasal 21 

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Pacitan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan 
sumber dana lainnya yang tidak mengikat. 

BAB V I I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 

Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Penaggulangan bencana 
yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan 
diberlakukannya Peraturan Daerah ini. 

BAB V I I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dicabut dan 
dinyatokan tidak berlaku 

Pasal 24 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 
akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati 



Pasal 25 • 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan d i : Pacitan 



Pasal 25 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan d i : Pacitan 
Pada tanggal : 29 - 11 -2010 

WAKIL BUPATI PACITAN 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 29-11 -2010 

CapJfd 

H. G. SOEDIBJO 

SEKRETARIS DAERAH 

Ir. MULYONO, MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19571017 198303 1 014 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 7 



LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR : 7 TAHUN 2010 
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STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN 
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